DAFTAR PUSTAKA

Buku

Amrani Hanafi, Hukum Pidana Pencurian Uang: Perkembangan Rezim Anti
Pencucian Uang dan Implikasinya terhadap Prinsip Dasar Kedaulatan
Negara, Yuridiksi Pidana, dan Penegakan Hukum, Cetakan Pertama,
Yogjakarta: UII Pres, 2005

Arief Barda Nawawi, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Bandung: Citra
Aditya Bakti, 2002

Atmasasmita Romli, Teori Hukum Integratif, (Y ogjakarta: Genta Publishing,
2012).

Bachtiar Da’l, Pedoman Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang (Money
Laundering), Departemen Pertahanan Keamanan Markas Berkas
Kepolisian RI, Jakarta, 2003

Budiardjo Miriam, Dasar-dasar Ilmu Politik, (Jakarta: Gramedia Pustaka
Utama, 1998)
Faisal Salam Moch, Hukum Acara Pidana Militer di Indonesia, (Bandung Penerbit
Mandar Maju 2002)
Gunawan Setiardja, Diale A. ktika Hukum dan Moral dalam
Pembangunan Masyarakat Indonesia, (Yogjakarta: Kanisius, 1990)
Mahmud Marzuki Peter, Pengantar lImu Hukum, Jakarta Kencana, 2008

Muchsin, Kekuasaan Kehakiman Yang Merdeka (Independence Judiciary),
(Surabaya, Untag Press, 2010)

90



91

Nurmalawaty, Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pencucian Uang
(Money Laundering) dan Upaya Pencegahannya, Jurnal Equality, Vol. 11
No. 1 Februari 2006, Medan, USU

Philips, Money Laundering, Sinar Ilmu, Jakarta, 2012

Pompe Sebastian,”Ikhtisar Ketentuan Pencegahan dan Pemberantasan Tindak
Pidana Pencucian Uang”Nasional Legal Reform Program, Jakarta, 2010.

Prinst Darwin, 2003, Peradilan Militer, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Salman Oljie dan Eddy Damian, Pembangunan, Konsep-Konsep Hukum dalam
Pembangunan, Bandung: Alumni, 2002

Santoso T, Panduan Investigasi Dan Penuntutan Dengan Pendekatan Hukum
Terpadu, Bogor: Cifor, 2011

Sianturi S.R, Hukum Pidana Militer di Indonesia, Badan Pembinaan Hukum
Tentara Nasional Indonesia, 2010

Sinar Grafika “Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan
Militer”

Soekanto Soerjono, “Pengantar Penelitian Hukum” Ul Press, Jakarta, Cet 3,
2008.

Sudarsono, Kamus Hukum, Jakarta: Rhineka Cipta, 2009

Suhandi Cahaya, Teori-Teori Hukum, Jakarta: Gema Yustisia, 2014

Widodo Eddyono Supriyadi, Yonatan Iskandar chandra. Mengurangi
Implementasi dan Tantangan Anti Pencucian Uang di Indonesia. Institute
For Criminal justice Reform. Jakarta. 2015.

Udang-Undang

Undang-Undang Republik Idonesia, Nomor 8 Tahun 2010, tentang Pencegahan
dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Lembaran Negara RI
Tahun 2010 No. 122 dan Tambahan Lembaga Negara RI No. 5164

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia
(Lembaran Negara Nomor 127 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara
RI Nomor 4439)

Paper atau Makalah



Hafiz Muhammad Abdel, 2020, Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap
Anggota Militer Yang Melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang Di
Indonesia (Studi Putusan Nomor 363 K/MIL/2017), Skripsi Universitas
Sriwijaya, Palembang

Kanta Prawira, Hukum dan Kekuasaan, Makalah, (Yogjakarta: Universitas
Islam Indonesia, 1998),

Mulyosudarno Suwoto, Kekuasaan dan Tanggung Jawab Presiden

Republik Indonesia, Suatu Penelitian  Segi-Segi Teoritik dan
Yuridis Pertanggungjawaban Kekuasaan, (Surabaya: Universitas

Airlangga, 1990) Syafrudin Ateng, Menuju Penyelenggaraan Pemerintah
Negara yang Bersih dan Bertanggung jawab, Jurnal Pro Justisia Edisi IV,

(Bandung, Universitas
Parahyangan, 2000)

Internet:

https://core.ac.uk/download/pdf/148619306.pdf diakses pada tanggal 18
November 2021 Pukul 15.44 WIB
https://72legalogic.wordpress.com, diakses pada tanggal 20 November
2021 Pukul 14.57 WIB
https://www.ppatk.go.id/siaran_pers/read/64/ppatk-lembaga- diakses pada
tanggal 14 Desember 2021 Pukul 17.32 WIB
http://www.pengacaraindonesia.info/2012/08/hukum-harus-ditegakkan-walau-
langit.ttm! diakses pada 15 Oktober Pukul 19.00 WIB

92



